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ABSTRAK

Jurnal ini diterbitkan dari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pegawai pada Unit
Pelayanan Lau Lintas dan Angkutan Wilayah | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Barat. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai Menetapkan Standar pada
Pembiayaan layanan, Kualitas Produk, Kual|ta§ ProsesT Fujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Ekstéfnal Pegawai Padd™ Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Wilayah | Dinas Perhubungan Et_pmﬁ kasi dan Informatika Provin&=Kalimantan Barat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses Menetapkan Standar di Unit Pelayanan Lalu Lin as-dap Angkutan Wilayah | Pada
pembiayaan layanan di Unit*Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah | belumefektif. Hal ini dikarenakan
ketersediaan dana dapsfasilitas yang dimilikissangat minim atau kurang memadai, seme"htara program-program
kerja yang d|buat.eangat mempengaruhi dalam tugas pokok dan fungsinya, maka apa-apa yang dilakukannya
harus sesuai dEngan fasilitasqyang ada. Selain itu terdapat kasus pungutan.liaryang di Iakukan oleh staf
operasionals penl mbangah:“Pada kualitas produk Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah, | masih
belum thl mal, hal ini dikarenakan beberapa pegawa yang ada adalah pegawai pindahan. Selanjutnyayuntuk
pengawasan kinerja pegawai di bidang operasonal melakukan absensi untuk mengukur-kinerja pegawalnya.

al.ftersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadmya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai
bidang operasional secara langsung di Iapangan Selain itu dilakukan penerapan program. kefja yang sudah!
dibuat di awal tahun yang dibagi menjadi+4 (empat)program kerja tersebut yang menjadi tolak ukur dari
Kinerja UPLLA Wilayah |. Dari kualitas proses di Unit-Pelayanan’Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah | masi
d&;\nggap belum optimal, hal tersebut dikarenakan bahwa masih diperlukan pemasangan CCTV di jembatan
ti mbang, sehingga pegawai di lapangan tidak melakukan penyimpangan. Selanjutnya khusus di lapangan Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan memben teg an kepada petugas yang tidak menaati peraturan. Serta
penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai di agar tidak ada permainan antara petugas dengan
pemilik kendaraan angkutan barang. Hal ini dr]l ar‘%egawaj di lapangan dalam melaksanakan tugas
pengawasan sesual dengan aturan kerja. .* J
’
Kata k{.'mu Menetapkan Standar, Pembiayaan Iayanén Kuaﬁfas Produk, Kualitas Proses F
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ﬁagjournal is published from the thesis entitleeH mplementation Monitoring Employee Services Unit
Traffic and Transportation, Region | Office of Transportation, Communication and Information Fechnology of
West Kalimantan, Province. The problems discussed in this paper is about Setting the Standard in Financing
services, Quality 'Prpducta Quadlity Process. The'purpose of: this study is to describe the |-mplementat|on of
Internal and External-Su‘Perwson Service Unit Employees In Traffic and Tranqoort‘ati‘lgn /Region | Office of
Transportation, Communi cationsaad. L I_fkormamlon Technology of West Kallmantan-Pr(‘M nce. The results showed
that the process of Setting the Standard in tHe"Service"URit"6f Traffic and Transportation, Region | care
financing in the Service Unit Traffic and Transportation, Region | has not been effective. This is due to the
availability of funds and facilities are extremely minimal or inadequate, temporary work programs that are made
affect the duties and functions, then nothing should be done in accordance with existing facilities. In addition
there are cases of extortion done by weighing the operational staff. On product quality Services Unit Traffic and
Transportation Region | is still not optimal, this is because there are some employees who transfer employees.
Furthermore, for monitoring the performance of employees in the field of operational confirm their attendance
to measure the performance of employees. It aims to prevent and minimize the occurrence of errors made by
employees in the field of operations directly in the field. In addition, the implementation of the program of work
done that was made in the early years were divided into 4 (four), the work program is to be a benchmark of the
performance UPLLA region |I. From the quality of the processes in the Service Unit of Traffic and
Transportation, Region | is considered not optimal, it is because that still required the installation of CCTV at
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weigh stations, so that employeesin the field are not contrary. Furthermore, in the field of Traffic Services Unit
and Transport to give warning to the officers who do not obey the rules. As well as counseling and guidance to
employees on the ground that there is no play between officers with the owner of goods transport vehicle. This
is done so that the employees in the field in carrying out supervisory duties in accordance with the rules of

work.

Keywords: Setting the Standard, Financing Services, Quality Products, Quality Process.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan Sektor Perhubungan di  Provins
Kalimantan Barat meliputi pelayanan bidang darat, laut,
dan udara serta pelayanan komunikasi dan informatika

a.  Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |
b. Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |1
Cc. Unit Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraaan

Bermotor

Dalam melaksanakan tugas teknis Dinas

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategls-" =Rerhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang

dalam mendukung, mendorong, dan unJ ang
berkembangnya sektor perekonomian dgt_grraﬁ. Oleh sebab
itu maka Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika
Provins Kalimantan Barat yang*Bertanggung jawab pada
penyelenggaraan aktivitasyperhubungan komunikasi dan
informatika daerah l_mtuk terus bérupaya agar dapat
memberikan pel ayanﬁn optimal kepada masyarakat sesuai
dengan tuntutan’ ‘kebutuhan “namun tetap pada koridor
peraturan pe_;undang undangan yang berlaku. ]

Dalam pelayanan sehari-hari, *, Dinas
Perhubufgan Komunikas' dan Informatika berhubungan
langsing dengan masyarakat, baik dalam®.pelayanan
admipistras  maupun pelayanan teknis.
administrasi diberikan dalam bentuk berbagai  macant
perijifen sesuai” dengan wewenangnya sedangkans
pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan
upaya fpenciptaan, kegiatan berldu lintas yang aman'
selamaty nyaman dan ketersediaan informas g
memadel Ha ini dilakukan mengingat masih t|n
pelangga[an di bidang lalu lintas dan angkutan,
pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan |
bermotor, & pelanggaran perijinan  angkutan  umum,
pelanggarany tata cara berlalu lintas, pelanggaran
kelebihan a‘ﬁgkutan barang, pelanggaran keselamatan
persyaratan ‘pelayaran dan navigas, pelanggaran
persyaratan dan, kelaikan kapal -sehingga tujuan. untuk
mewujudkan Ialli,.lintas dan angkutan jalan yang aman-
selamat, cepat dan‘l'gncar, tertib, teratur dan nyaman dapat
terwujud. Selain itu"Binas Perhubungan Komunikasi- dan
Informatika melaksahakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, serta pemberian izin dan
mengkoordinasikan kegiatan USaha-jasa media elektronik,
komunikasi dan informas yang memerlUlZan_‘pem'rk'rrm
untuk menggali potensi yang rencana kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dinas, maka
kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Proving Kalimantan Barat di dukung oleh unsur-unsur
organisas salah satunya adalah Bidang Komunikasi dan
Informatika, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang pos dan
telekomunikasi, teknologi informatika, serta sarana
komunikass dan desiminasi informasi. Bidang
Komunikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) seks
yaitu:
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Rel ayanafms==—sungai,

t|f

urusan’s «lalu lintas dan angkutan darat, dalam
mel ak&anakafrtugas tersebut, Unit Pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Prdw;L" Kalimantan Barat mempunyai
fungsi- melaksanakan penignbangan kendaraan bermotor
beserta muatannya, pelaksanaan pemeriksaan kendaraan
bermotor * di "jalan _ Provinsi “"'h'rltas kabupaten/kota,
pelaksanaan pengawasan: terhadap pefaksanaan ketentuan
pengujian -kendaraan “bermotor, pelaksanaan pelayanan
proses | administrasi  dan teknis rubah beptuk/barang
bangurr kendaraan bermotor,. pelaksanaan pelayanan
proses administrasi perpanjangan ijin trayek tel'ap dan
tidak tetap;'kartu pengawasan kendaraan angkutan darat,
‘danau dan  penyeberangan, pelaks?naan
pengawasan terhadap pelaksanaan Ketentuan surat [ukur,
surat tanda pendaftaran, sertifikat kapal, kelaikan kapal,
rsert|f|kat pengawasan kapal, surat tanda kebangsaan
untuk kapal yang memiliki ukuran dari Gross Ton'(GT)?
ke atas, pelaksaaan koordinasi dengan-instansi, "terkait
| hal pelaksasan pengawasan dan pemenk%an
+ e| gkapan dokumen kendaraan angkutan darat, sungai,
danau dan penyeberangan berdasarkan nerundang—
uﬁd'angan yang berlaku.

I-q Berhasil tidaknya pencapaian suatuftujuan dan

pelaksanaan—tugas-tugas suatu organisasiy atau baik
burunya citra / suatu organisas dalam’ pandangan
masyarakal adalah  tanggung jawab)’ pimpinannya.
-Demikian pula masalah-masalah yang sedang atau yang
mungkin akan dlhadapl oleh pimpifan dan termasuk
bagaimana kualitas erang-orang yang di pimpinnya. Setiap
pimpinan baik instansi pemerintah maupun swasta
memiliki  kewajiban dan tanggung jawab sebagai
pimpinan. Untuk _itu=se6fang pimpinan berkewajiban
mengetanui~ terjadmya masalah  penyimpangan-
penyimpangan, kesalahan-kesalahan, hambatan-hambatan
dan kegagalan pencapain tujuan dan pelaksanaan satuan
kerja yang dipimpinnya.  Selanjutnya pimpinan
berkewajiban pula untuk secepat mungkin melakukan
langkah-langkah tindak lanjut guna dapat mencegah
terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.

Aparatur yang bersih dan berwibawa akan
terwujud, bila menempatkan nilai-nilai disiplin sebagai
acuan hidupnya. Bersih artinya bahwa Pegawai sebagai
pribadi memiliki ketaatan pada aturan yang berlaku dan
menjadikan ketaatan tersebut sebagai kebanggaan.
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Sedangkan berwibawa artinya, bahwa Pegawa sebagai
pribadi memiliki kemauan dan kemampuan menjadikan
pegawai atau masyarakat yang disiplinnya untuk taat pada
aturan yang berlaku, dan mereka akan dihargai oleh
masyarakat karena kebersihan dan kepeduliannya untuk
menempatkan masyatakat dalam prioritas yang utama.
Untuk mengantisipas tuntutan kebutuhan disiplin
Pegawai, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin
pegawai negeri sipil, yang didalamnya mengatur tentang
kewagjiban, larangan dan sanksi terhadap kewajiban yang
tidak ditaati. Namun terlepas dari beberapa kelemahan
yang terdapat dalam peraturan tersebut, hingga saat ini
masih sangat terasa bahwa masih banyak persoalan yang
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Wilayah | Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika (DISHUBKOMINFO Provins Kalimantan
Barat, berorientasi pada tidak adanya tindak lanjut berupa
sanksi tegas yang diberikan kepada pihak pengemudi
kendaraan angkutan barang tersebut mengenai
pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang diijinkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah
yang telah dijabarkan tersebut dan agar masalah yang
diteliti lebih terfokus pada permasalahan yang diteliti,
maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Eksternal Pegawai
Pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

timbul berkaitan dengan sikap dan perllaku dlgplrﬁ" . MetodePenehtlan

Pegawai.

Kedisiplinan pegawai untuk rpent'aatl peraturan
kerja dan pelaksanaan tugas yang Iamnya terkadang
masih diremehkan. Keadaan sérsebut disebabkan oleh
tingkat kesadaran para _pegawal akan tugasnya- belum
maksimal, sehingga pégawai cenderung lebih mengurus
kepentingan pribagli” atau kepentingan dari golongannya.
Penguasa atauspimpinan _perltu melakukan pengawasan
atas tugas-tugas pokok ‘pemerintahan, hal ini- bertujuan
untuk menUnJ ang terwujudnya pemerintahan yang: bersih
dan beﬁmbawa, sebabs tanpa pengawasan yang efektif
baik fsecara langsung maupun tidak langsung akan
mengdakibatkan terjadinya  penyimpangar,
penye ewengan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pad&
Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah I}
Dinas | Perhubungan Komunikasi dan Informanka
(DISHUBKOMINFO) Provinsi Kaimantan Barat ya
pengaw

atag==Barat, Kawbbag TU, PIt.

terhadap pegawai dalam melakwhﬁ(an Tl

“=.Penelitian yang dilakukan adalah jenis
penelitian d%ﬁnpgf dengan metode pendekatan kualitatif.
Tempat dan waktU=spenelitian dilaksanakan di Unit
Pelayanan Lalu Lintas dams rAngkuten Wilayah | di Dinas
Perhubungan .* Komunikasi da[l Informatika Provinsi
Kalimantan Barat. berkenaaan déhgan waktu penelitian
ini dilaksanakan® selama .+ 3 bul@m_setelah usulan
penelitian-disetujui oleh para dosen penguji dan dosen
pembimbing pada saat | usulan penel'i{ian telah
diseminarkan.

Subjek penelitian -adalah Kepala UPLLA

DISHUBKOMINFO.~Provins Kalimantan
Kasi _Pengawasan, | Kasi
Penimbangan, Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang
Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instiument
‘pengumpulan data adalah peneliti itu-sendiri, dlmana
peneliti harus mengumpulkan data yang-valid dan Takurat
|dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk

éiﬁudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi

Wilayah I

tugas/pekerjaan yang diberikan kepadanya agar sgspaj . defgan aat-alat pengumpul data yang telah dlsapkan

dengan hasil yang diharapkan. -8
Pengawasan yang dilaksanakan

mnya. Teknik pengumpulan data yang dlgunakan

[
terhadap iy penel|t| dalam upaya memperoleh data adaléh dengan

pegawai pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan I‘ wawancara, observasi, dan dokumentasi. SSelain itu,

Wilayah | DFSHUBKOMINFO pada dasarnya diarahkan
sepenuhnya u‘htuk menghindari .adanya kemungkinan
penyelewengan egau penyimpangan atas tujuan yang ingin

dicapai, sehinggaymelalui pengawasan diharapkan akan*

dapat membantu ‘melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan, untuk %,mencapal tujuan yang.  telah
direncanakan secara™i efektif dan efisen! Daam
pelaksanaan tugasnya, khusus dilapangan bagi pegawai
pada Unit Pelayanan Lalu Lintas'danAdmgkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO  Provins  Kalimantan — Barat
dilaksanakan setiap hari dengan dibagi menjadi 2 shift,
shift 1 dilaksanakan dari jam 06.45 s/d jam 16.45, dan
shift 2 dilaksanakan dari jam 16.45 s/d jam 06.45.
masing-masing shift terdiri dari Kepala tugas
operasional, Petugas pengatur lalu-lintas pada jalur masuk
dan keluar, Petugas pengatur pada platform untuk
mengatur berhenti atau berjalan, Petugas timbang,
Petugas administrasi denda, Pesuruh khusus.

Indikasi permasalahan tersebut, dapat diketahui
bahwa lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh
pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
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aktivitas dalam. analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu
reduksi data (data reduction ), memaparkan (data
display)s-dan Verifikasi. (verification). Sedangkan untuk

‘mendapatkan  validitasnya menggunakan triangulas
tekn| k o
3% KAJIANTEORI r

Salah  satu  fupgs’” manajemen  dalam

d|pertahankan danejik& mungkin ditingkatkan dalam
perWUJudan manajemen pemerintahan di lingkungan
organisasi/unit kerjanya. Sebaliknya setiap kegagalan
harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik
dalam menyusun perencanaan ataupun pelaksanaannya.
Untuk itulah fungsi pengawasan perlu dilakukan sedini
mungkin agar diperoleh umpan balik untuk melakukan
perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan
sebelum terjadi lebih buruh sehingga sulit diperbaiki.
Nawawi (2005:115) berpendapat kontrol atau
pengawasan adalah fungsi di dadam mangemen
fungsiona yang harus dilakukan oleh  setiap
pimpinan/manajer semua unit atau satuan kerja terhadap
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pelaksanaan pekerjaan dilingkungannya. Atau dengan
kata lain kontrol diartikan sebagai proses mengukur dan
menilai tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat
efisens penggunaan sarana kerja dalam memberikan
konstribusi pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan
Lubis (1985:154), mengatakan pengawasan adalah
kegiatan mangjer yang mengusahakan agar pekerjaan-
pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang
ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara itu (dalam Winardi, 2006:397)
pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh
tiga macam langkah yakni:

a) Mengukur hasil pekerjaan

b) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan
memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan) ===" =

¢) Mengoreks penyimpangan yang tldak dikéﬁendakl

melalui tindakan perbaikan .

Kemudian Handayamng" at (2005:148)
menyatakan bahwa pengawasa‘n adalah penilaian atau
koreksi atas pelaksanaan, pekerjaan yang dilakikan oleh
bawahan dengan makslid untuk mendapatkan keyakinan
atau jaminan balwa tujuan-tujuan perusahaan dan
rencana-rencana’ yang digunakan untuk mencapainya
dilaksanakan!

M‘enurut
pengawésan terdiri daris
1. Pengawasan internal

Rengawasan . internal  adalah pengawasan yang

dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk-

dalam organisas itu sendiri. Aparat/unit ini bertindakums

atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit inif

ber'tugas mengumpulkan segala data dan informasi

diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data d “

wﬁ‘n%mas ini digunakan pimpinan untuk nfdﬂa'
pelakeanaan pekerjaan dan menilai kebljaksanqan i .||
pimpipan. Dengan demikian pimpinan d_g)at | ]
meninjau kembali  kebijaksanaan yang telah
dikeluarkan dan melakukan  tindakan-tindakan I
perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

_Handayaningrat (2(505: 144)

2. Pengawasan eksternal
Pengawasan, eksternal adalah pengawasan- .yang
dilakukan lhah aparat/unit *pengawasan” dari luar -
organisasi itulk L Aparat/unit pengawasan dari luar
organisasi itu ‘“q_dalah aparat " pengawasan . yang
bertindak atas nama,atasan dari pimpinan organisasi
itu, atau bertindak atas.nama p| mpl nan organisasi itu
karenapermintaannya. e

3. Pengawasan preventif I

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang
dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud
dari pada pengawasan preventif ini adalah untuk
mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam
pelaksanaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan
dengan usaha-usaha sebagai berikut :

a Menentukan peraturan-peraturan yang
berhubungan  dengan sistem  prosedur,
hubungan dan tata kerja.

b. Membuat manual/pedoman sesuai dengan

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
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c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan
tanggung jawabnya.

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan,
penempatan pegawai dan pembagian
pekerjaannya.

e. Menentukan sistem pemeriksaan, koordinasi dan
pelaporan.

f. Menetapkan sanksi-sanks terhadap orang
yang menyimpang dari peraturan yang telah
ditetapkan.

4. Pengawasan represif
Pengawasan represif adalah pengawasan yang

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

Maksud diadakannya pengawasan represif ialah

= Untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan

agar “hasilnya sesuai dengan rencana yang telah
d|tetapkarr'

Selain  itde wmenurut  Kunarjo  (2002:250),

berpendapat macam bengawasan dapat dibedakan

menurut::

1. Subjek - yang melakukan “pengawasan,  yang
dikategorikan sebagai berikut:
a Pengawasan ©. melekat  (Waskat), adalah

“serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
¢ pengendalian yang terus menerus, dilaktkan oleh
atasan langsung terhadap bawahannya “secara
p_réventif atau represif agar pelaksanaan tugas
_bawahan tersebut berjalan secara efektifl dan
« efisens dengan rencana kegiatan dan pera'turan
perundangan yang berlaku.
Pengawasan fungsional (Wasnal), terdlri dari
aparat pengawasan intern pemerlntaq yang
disebut juga aparat pengawasan fungsional
pemerintah, meliputi kegiatan pengawasan yang
dilakukan olen BPKP, Inspektorat® Jendral

v

K

_.'_"é' Departemen,  aparat  pengawasany LPND.
Inspektorat Jendral Pembangunan dan aparat
pengawasan  ekstern  pemerintah;  meliputi
kegiatan pengawasan yang dilakukan pleh BPK,
DPR, MA; dan masyarakat. "

Cc. —Pengawasan  legislative (Wasleg), adalah
pengawasan...yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan.Rakyat melalui BPK.

d.". Pengawasan. masyarakat, sadalah pengawasan
yang dilakukan oleh warga masyarakat yang
disampaikan secarg,hllsan atau tertulis kepada

__.aparatur pemerl‘ntah Pengawasan ini sifatnya

merupakan maksud pemikiran dan sasaran yang
bertujuan untuk perbaikan.

Menurut kunarjo diatas bahwa Pemerintahan
Pusat, Desa, BPD dan Badan atau Lembaga khusus yang
ditunjuk berperan sangat penting untuk melakukan
pengawasan. Melaui lembaga-lembaga yang dibentuk
dituntut untuk mengawas semua kegiatan yang berkaitan
dengan kebijakan dari pemerintah pusat apa lagi yang
berkaitan dengan uang. Karena uang sangat sensitif untuk
dibicarakan. Masyarakat berperan aktif untuk melakukan
pengawasan baik disampaikan secara lisan maupun
tertulis karena masyarakat sendirilah yang merasakan dari
4
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hasil program Alokasi Dana Desa. Pengawasan bukan
hanya dilakukan dengan melihat rincian anggaran dan
peraturan yang dibuat tetapi pengawasan juga dapat
melihat sgjauh mana proses pelaksana itu sedang
berlangsung apakah sudah sesuai dengan yang
direncanakan atau melenceng dari rencana yangtelah
ditetapkan.

Terdapat beberapa ha penting yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut
diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai
proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry
(dalam Winardi, 1986:397) bahwa pengawasan terdiri
dari pada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam
langkah-langkah yang bersifat universal yakni :

1. Mengukur hasil pekerjaan

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan star‘ldar dan
memastikan perbedaan (apabila ad edaan)

3. Mengoreks penyimpangan yan tidak dikehendaki
melalui tindakan perbaikam™

Sementara Kooptz et. a (dalam "Hutauruk,
1986:197) menyebuTkan proses dasar pengendalian, di
manapun penerapannya atau apa_saja yang diawad,
meliputi tigalangkah : L
1. Menetgpkan standar
2. Mengukur prestasi kerja atau standar \

3. Memperbaiki dansmengoreksi penyi mpangan yang
tak dikehendaki dari standar dan perencanaan.
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3. Memperbaiki Penyimpangan
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada
tindakan  perbaikan terhadap  penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi.

Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan
menurut Handayaningrat (2005:154) yaitu :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat
yang diserahi tugas dan wewenang dalam
pel aksanaan pekerjaan.

b. Mendidik para pgabat agar mereka melaksanakan
pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah
ditentukan.

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian
dan kelemahan, agar tidak terjadinya kerugian yang

iy Jdidak diinginkan.

d. Untuk Jmemperbaiki kesalahan dan penyelewengan
agar peTakggnaan pekerjaan tidak mengalami
hambatan dan f)'embprosan pemborosan.

Fungsi pengavva&an yang dinyatakan oleh
Handayaningrat menunjukkan‘ “hahwa pengawasan sangat
menentukan - sekali .dalam wu pencapa|an tujuan
organisasi. Pengawasan.yang d|Iakukan-bukan bermaksud
mencari-cari  kelemahan  orang lain “dan langsung
menghukumnya, akan tetapi pengawasan yang
dilaksanakan untuk membimbing dan mendidik rang
agar fidak melakukan kesalahan lagi. Apabila hal tersebut
dapat dilakéanakan dengan baik dan'benar, maka bawahan

| Menurut.suwignyo (1995:111) dalam miglakukarr===tidak mErasa takut dan enggan _untuk mengambll

pengawasan hendakhya petugas harus memperhatikan:
langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu ‘sebagaif
berikut!: i
1. Menentukan-ebjek pengawasan.

2. Menhentukan titik strategis dalam pengawasan jy

rﬁungklnkan dapat mengungkapkan devlas“."’atau i

penylimpangan secara keseluruhan. |

keputusan yang akhirnya akan timbul rasa kurang percaya
fterhadap dirinya sendiri. i
| Kemudian pengawasan yang -dilakukan oleh
petugas dapat dikatakan efektif dan- efisien @pabila
|mer'r§)unya| prinsip-prinsip  pengawasan. Menurut
aningrat (1990:149-150) prinsi p—pri nsip

.|. pengawasan sebagai berikut:

3. Standar-standar, norma-norma, yang akan dlgunakan | ] 1. pengawasan berorientasi pada tujuan organh&as

dipertegas.

4. Menentukan prosedur,
dipergunakan.

5. Penilaian dan penyelenggaraan.

6. Menentukan, dari penyimpangan dengan-

teknis dan metode yang

jalan

membandmg{kan antara pelaksanaan.dengan standar -

atau kriteria. ';. .
7. Andisa dan * i, penentuan | dari sebab-sebab
penyimpangan.
8. Kesimpulan akhir dansevaluasi.
Menurut Kadarman=*==(2001.161)  yang
mengklarifikaskan  dari  langkah-langkah — proses

pengawasan itu menjadi:

1. Menetapkan Standar
Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk
merancang pengawasan, maka secara logis hal ini
berarti bahwa langkah pertama dalam proses
pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan
yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

2. Mengukur Kinerja
Mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai
terhadap standar yang telah ditentukan atau
ditetapkan sebelumnya.

Hosnawati
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Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahul ukan.

I‘ 3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran

dan tujuan (manfaat) dalam mel aksanakan pekerjaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

' Dari pemahaman  tentang  Pelaksanaan
Pengawasan Pegawai pada Unit Pel_a&anan Lalu Lintas
dan Angkutan Wilayah | Dinas Perlibungan Komunilasi
dan - Informatika Provinsi Kalimaptan Barat masih kurang
optimal. Ha ini d|||hat dq_LL. beberapa indikator salah
satunyaadalah =

1. Menetapkan Standar

Peningkatan dalam  Menetapkan  standar
merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk
menilai  hasil-hasil perencanaan yang akan dicapai.
Perencanaan itu mempunyai maksud mencapai tujuan,
sasaran, target  perencanaan, anggaran, margin
keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.
Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam
fungsi pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang
dalam bermuatan adalah Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO Provins
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Kalimantan Barat. Dimana fungsi dan peran Unit
Pelayanan Lau Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsg Kalimantan Barat adalah
melakukan penimbangan, pengujian dan penilaian atas
kendaraan angkutan barang dalam bermuatan.

Menetapkan standar dalam kondis organisasi
masa kini berorientasi pada pemikiran bahwa persoalan
menetapkan standar harus menjadi kepedulian semua
pihak dalam organisasi, khususnya pimpinan puncak.
Perencanaan menetapkan standar mau tidak mau harus
menjadi bagian dari rencana strategik organisasi. Untuk
itu pimpinan dalam level tertinggi dalam organisasi harus
peka terhadap pergeseran tuntutan eksternal agar kinerja
organisas dapat tercapai. Dengan demikian Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wllayah
DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Bar’at akan
mampu memenuhi tugas yang di ban manakala
organisasi tersebut melaksanakan™ tugasnya dengan
menetapkan standar kerjayang,!i'ldah ditentukan.

Terkait ~ dengad  masalah . Pelaksanaan
Pengawasan Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Wilayah | DISHUBKOMINFO“Proving Kalimantan
Barat dapat dikatakan belum™optimal, dilihat.dari segi
menetapkanﬂandarnya_ Masih terdapat kekurangan yang
menghamb'at menetapkan standarnya yang pada akhirnya
mempangaruh| pelaksanaan pengawasan yang ada di Unit
Pelayanan Lalu  Lintas dan Angkutan Wilayah |
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™

masih rendah. Karena dari program-program kerja yang
dibuat setiap tahun masih belum memenuhi target,
kegiatan yang telah diprogram sebelum awal tahun
mengalami  beberapa hambatan, hal ini disebabkan
karena dalam menetapkan standar dan ketersediaan
serapan dana untuk program tersebut sangatlah minim,
maka akan berpengaruh pada waktu, jika dana tidak
mencukupi maka waktunya pun tidak tercapai, oleh
karena itu dalam menetapkan stnadar dan ketersediaan
dana harus sesuai dengan waktu dan program yang
sudah disusun. Disamping itu, terdapat beberapa kasus
yang pernah terjadi di bagian operasional penimbangan
yaitu adanya pungutan liar oleh staf penimbangan”
(wawancara tanggal 14 juni 2014).
. Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan
bahwa *kuglitas dari program-program kerja sangat
mempengaruhT alam  menetapkan standar pada
pembiayaan layanarfyang ada di UPLLA Wil I. Masih
kurangnya ketersediaan dana, yang dimiliki UPLLA Wil I.
Hal ini_terlihat-pada program" yang sudah disusun belum
memenuhi target. Selanjutnya terdapat kasus pungutan
liar yang di lakukan.oleh'staf operasiofal, penimbangan.
Kemudian Wwawancara dengah, Plt. Kas

Pengawasan yaitu sebagai berikut : y

¢ “kalau masalah menetapkan standar keqla pada
pemblayaan layanan ,sebenarnya disini kami “isudah
dibagi dalam beberapa kelompok.jadi dalam pelaksanaan

DISH;UBKOMINFO tersebut. Hal ini sejalan derigan hasit —pengawaSan personil itu disesuaikan dengan tugas pokok

wawancara yang dilakukan pendliti di Unit Pelayanan-
Lau Lintas damAngkutan Wilayah | DISHUBK OMINFOJ
provms Kalimantan Barat. i
" Pentingnya fungsi dan peran Unit Pelayanan

Lalu Lmtasdan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMI.N O

provms Kalimantan Barat, maka perlu dil aktikan | Y

-dan fungsi masing-masing, jadi disini ada 3 (tiga)| 'seksi
fanggota dan 3 (tiga) seks kegiatan,..pertama ‘untuk
penimbangannya, kemudian untuk pengawasannya dan
untuk Kasubbag TU nya sebagai uni khusus men%mgani
|personll masalah pegawai, jadi masalah qu<erjaan

%,lmkan dengan masing-masing seksi. Kalau untuk

pen|la|anmengena| menetapkan standar yang selamaini = .|. pengawasan sifatnya itu untuk ke penertiban, penegakan
dilakukanl, Hal ini bertujuan untuk menilai apal?.ah| [ at.u\‘an Kalau penimbangan ini lebih key fasilitas,
pelaksanaarl pengawasan yang telah dilakukan sesuai '.' m|salnya kesiapan fasilitas, fasilitas disini maSih kurang

dengan stangdar yang ditetapkan. Oleh karena itu maka I

penilaian menetapkan standar UPLLA Wilayah |
DISHUBKOMINFO  Provinsi Kalimantan  Barat
ditekankan pada,Pembiayaan Layanan, Kualitas Produk
dan Kualitas F%pses Adapun * hasi

menetapkan standar-,giaoat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Pembiayaan Layanan

Aktivitas dalam”pembiayaan layanan oleh Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan “Angkutan, Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat untuk
menciptakan kinerja yang maksimal, maka diperlukannya
pembiayaan layanan, karena kinerja yang maksimal
merupakan suatu idealisme yang harus di perjuangkan
terus menerus.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit
Pelayanan Lau Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO  Provins  Kaimantan  Barat
mengenai menetapkan standar pada pembiayaan layanan
yaitu sebagai berikut :

“Dalam menetapkan standar pada pembiayaan
layanan kerja disini secara umun dapat dikatagorikan

Hosnawati
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penelitian dafi -

memadai, jadi masalah standar sebemarnya itu
dikembalikan ~difungsikan kepada n1asing:rr1asing seksi
lagi”” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan _pernyataan terSebut bahwa
“penghambat. dal am.menetapkan standar.pada pembiayaan
layanan adalah ketersediaan fasilitas yang dimiliki sangat
minim atau kurang memadai, sementara dari pelaksanaan
pengawasan ‘mempunyal  tenggung jawab  untuk
melaksanakan tugas pokok damn‘fungsinya, maka apa-apa
yang dil dllakukannyahamgsesual dengan fasilitas yang ada,
hal” ~Th dikarenakan fasilitas  tersebut sangat
mempengaruhi dalam menetapkan standar dari kegiatan
yang dilakukan di UPLLA Wil I.

Berdasarkan wawancara
Penimbangan yaitu sebagai berikut :

“ya kita menugaskan staf/personil kita sesuai
dengan kompeksas yang ada, jadi sesuai dengan
pendidik dia yang berada dibidangnya masing-masing
dan kalau kita bertugas itu tidak memihak siapa itu
keluarga, orang lain atau siapapun kita disini betul-betul
bertindak netral atau optimal, kalau ada pelanggaran

dengan Kasi
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tetap kita tindak, kalau tidak ada ya kita lewatkan™
(Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan
optimal, hal ini dikarenakan staf/personil sudah berada
dibidangnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk menetapkan
standar pada pembiayaan layanan kerja Unit Pelayanan
Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO
Provins Kalimantan Barat dapat dikatakan masih rendah.
Hal ini dapat dilihat dari teknis kerja maupun pengalaman
yang dimiliki oleh pegawai, sebagian besar masih rendah,
terutama pengalaman dan pengetahuan di bidang
operasional penimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmi

Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagal™ ..

berikut : Jr
“Lambannya petugas Unit Eerayanan Lalu
Lintas dan Angkutan Wilayah .= ‘I5ISHUBKOMINFO
Provins Kalimantan Barat da8m menindak tegas para
supir-supir  yang menu:nbang di jembatan timbang,
membuat para supir 1)‘ahg mengangkut. melebihi kapasitas
dapat lolos dafi tindak = pelanggaran (Tilang)”
(Wawancara tanggal 23 juni 2014).

Begdasarkan hasil wawancara dapat d| . ketahui
bahwa Iambannya petugas' dalam menindak tegas para
supir-supir yang mengangkut melebihi kapasitas, hal ini
dapat’ mengakibatkan pengemudi kendaraan; angkutan
bararglolosdarl tindak pelanggaran (Tilang). % " ™

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryante-
penge'ﬂwud| kendaraan angkutan barang yaitu Sebagaif
berikut: i

i1 “Pelaksanaan penindakan pelanggaran
kelebihan muatan yang dilakukan oleh petugas adal
dengan dnbenkan surat peringatan, petugastersebuf ak
langsungs melakukan penilangan terhadap pengemudi |
kendaraan, angkutan barang tersebut, Sen‘er.ltara|
prowdurnyh apabila melebihi

2014). 1

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui
bahwa dalam %pelaksanaan penindakan pelanggaran
kelebihan muatan pihak UPPLA-—memberikan surat*
peringatan, dimanaypelaksanaan penindakan pelanggaran
atas sgjumlah inforr*r*lz_:\_sj yang diterima petugas tersebut
tidak langsung meélakukan penilangan ! terhadap
pengemudi  kendaraan "sangkutan barang  tersebut,
sementara prosedurnya apabila felebihi kapasitas maka
akan dikenakan sanksi (Tilang). Hal ini disebabkan
karena petugas tidak melaksanakan tugas pengawasan
penimbangan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

1.2 Kualitas Produk

Selanjutnyadalam kualitas produk langkah yang
ditempuh oleh Unit Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Wilayah | DISHUBKOMINFO Provins Kalimantan
Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungs pada Unit
Pelayanan Lau Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dalam
kualiatas produk adalah tingkat pendidikan yang telah

Hosnawati
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|
kapasitas maka akan g
dikenakan san5| (Tilang)” (Wawancara tanggal 23 juni I"_l

ditempuh oleh pegawai Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO Provins
Kalimantan Barat. pendidikan itu sendiri mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan sikap
pegawai, khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugas
yang telah dibebankan kepadanya. Dibutuhkan adanya
kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan pendidikan yang
ditempuh. Ha ini dimaksudkan untuk memudahkan
pegawai daam memahami  pekerjaannya  dan
memudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat di
uraikan sebagai berikut :
“Dalam kualitas produk di Unit Pelayanan Lalu
Lintas “tan. Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO
Provins  Kalimantan Barat dalam pembinaan
kepegawaian atau 'disi,plin kerja pegawai masih belum
optimal, pegawai yang bekerja beberapa diantaranya
adalah_- pegawai plndahan “dari DISHUBKOMINFO
Provins Kalimantan Barat, jadi “kl-nerja pegawai sedikit
terhambat, tetapi®untuk pengawasan kiperja pegawai di
bidang operasional pihak Unit Pelayan'an Lalu Lintas
dan Angkutan melakukan absensi untuk mengukur kinerja
pegawai” (Wawancara tanggal14 juni 2014).
Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana
telah dllakukan bahwa dalam .kualitas produk @apat

—d|katakan masih belum optimal, hal. ini d|karepakan

beberapa pegawai yang ada adalah pegawai plndahan
iSelanjutnya untuk pengawasan kinerja pegawai di hidang
operasional pihak Unit Pelayanan Lkalu Lintas dan
Angkutan Wilayah | melakukan absensi, Hal tersebut
“ bertu uan untuk mencegah dan meminimalisir tegadinya

éﬁahan yang dilakukan oleh pegawai dld bidang

.|. operasional secaralangsung di lapangan.

Selanjutnya wawancara dengan }?It Kasi

gawasan dapat diuraikan sebagai berikut :
“Kalau untuk kualitas produk fya mash

* dikatakan cukup efektiflah, karena disini kami melakukan

penerapan biasanya kita itu setiap bulannya ada target,
jadi disini-dalam pertahun itu di bagi dalam 4 (empat)
triwulan dan setiap-triwulan itu ada target. Jadi target-
target itulah yang harus dapat kita c_abai, untuk kualitas
produkitu ‘biasanya. dilihat dari program kerja yang
sudah dibuat di awal tahun, maka setiap triwulan itu
nanti ada namanya target ‘;arget yang harus dicapai,
apabila_target.didalan” pertrlwulan itu tidak tercapai
otomatis tolak ukur kinerja kita semakin menurun, tapi
kalau misalnya semakin meningkat berarti apa yang
menjadi tugas pokok dan fungsi kinerja kita berhasil atau
meningkat” (Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa
dalam kualitas produk dapat dikatakan efektif, hal ini
dilihat dari penerapan program kerja yang sudah dibuat di
awa tahun dibagi menjadi 4 (empat), program kerja
tersebut yang menjadi tolak ukur dari kinerja UPLLA
Wilayah |. Sehingga dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kas
Penimbangan yaitu sebagai berikut :
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“ya kalau kita melihat dari standarisas dan
melihat kinerja mereka itu dari tindakannya. Sebenarnya
kalau orang berfikir banyak tindak banyak hasil hari ini
ditilang misalnya 10-20 kendaraan, tapi bukan kerjaan
yang bagus, berarti sosialisas kita terhadap masyarakat
itu tidak berjalan. Meski satu hari dapat 1-2 kendaraan
yang ditilang |lebih bagus, karena mereka sudah mengerti,
Cuma operator kendaraannya itu belum paham betul
dengan muatan yang harus sesuai dengan JBI nya”(
Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat
diketahui bahwa sosialisasi terhadap masyarakat masih
belum berjalan, hal ini dikarenakan operator
kendaraannya masih belum paham dengan muatan yang
harus sesuai dengan JBI nya.

Dari hasil observasi pendliti di Iapangar’ijuga di
temukan penyi mpangan-penyimp norma
kedisiplinan kinerja pegawai Unlt.Pé'éyanan Lalu Lintas
dan Angkutan Wilayah | Dl$HUBKOMINFO Provins
Kalimantan Barat di bidang ‘operasional yaitu petugas di
lapangan tidak selalu#ada di tempatyang tersedia dan
absensi yang di sedigkan oleh UnitiPelayanan Lalu Lintas
dan AngkutansWilayah |_DISHUBKOMINFQ., Provinsi
KalimantangBarat tidak efektif dalan meningkatkan
kinerja pegawainya, termastk pengawas lapangan yang di
jembataﬁ timbang. serta dalam pembinaan kepegawaian
atau fdisiplin  kerja. pegawai yang masih belum
meneﬁapkan aturan yang ada. Ha ini
mengakibatkan kelancaran tugas dan fungsi di, bidang:
operasional terhambat. i

! Dari hasl wawancara dengan Fahmi Pengemud|i
Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai berikut :

1 “Tindakan petugas dalam melakuk n
penimba'pgan tidak terlalu tegas,
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T

karena yang i

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan
bahwa Aktivitas petugas dalam pelaksanaan tugas
pengawasan masih  belum maksmal dan belum
menerapkan prosedur yang ada. Ha ini dikarenakan
petugas dalam melakukan penimbangan masih
memberikan toleransi dan pemungutan terhadap supir
kendaraan angkutan barang yang menimbang di jembatan
timbang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan supir
kendaraan angkutan barang tersebut tidak mendapatkan
efek jera

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungs Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimantan Barat dapat
berjalan dengan baik, maka haruslah menetapkan standar
“‘dengan kualitas produk yang baik. Dengan demikian,
kemampuan pada Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan W'il'ay‘ah | DISHUBKOMINFO Provins
Kalimantan Barat™ rqampu melaksanakan  kegiatan
operasiona dengan baik. ™

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa
kualitas produk berperan sekali, dallam menunjang
kegiatan operasional- pegawai Unit Pelagaanan Lalu Lintas
dan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO Provinsi
Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas program
pengawasan: dan pembinaan pegawai, dengan ‘demikian
kualifas produk dapat dianalogiken sebagai aliransdarah
dalam tubu‘h organisasi, maka kualitas produk merupakan

dapatr====aspek pentmg yang perlu diperhatikan yang ,dapat

-mempengaruh| Kinerja suatu organisasi.
i
r13 Kualitas Prose {
Menyikapi kualitas proses oleh UPLLA Wilayah

“I DISHUBKOMINFO Provinsi Kalimentan Barat maka

kualitas proses ditekankan pada | kinerja

mengangkut/keleblhan muatan tidak melebihi 50% [@tau = .|| pegawamya, hal tersebut dilakukan adalah untuk menilai
sebanyak 110 ton s/d 12 ton hanya di berikan .surat| [ tidak ada penyimpangan dalam pelak&anaan
peringatan, . sementara peraturan yang diijinkan hanya 8 tlgasnya, selain itu dapat dilakukan tindakan'perbaikan
ton saja” (Wawancara tanggal 23 juni 2014). I‘ dalam pelaksanaan kinerja pegawainya. |

Berdasarkan hasil wawancara dapat™ dikatakan
bahwa tindakah petugas dalam melakukan penimbangan
tidak terlalu “tegas, hal ini. dikarenakan = .yang
mengangkut/kel
sebanyak 10 ton '§d 12 ton hanya di berikan surat
peringatan, sementai’h__peraturan yang~diijinkan" hanya 8
ton sgja Ha ini ‘dapat menyebabkan  pengemudi
kendaraan angkutan " barang tidak menaati
peraturan/melanggar aturan tersebtt™ e .

Dari hasil  wawancara dengan Suryanto
Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagai
berikut :

“Aktivitas petugas dalam pelaksanaan tugas
pengawasan masih belum maksmal dan belum
menerapkan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan
petugas dalam meakukan penimbangan mash
memberikan toleransi dan pemungutan terhadap supir
kendaraan angkutan barang yang menimbang di
jembatan timbang tersebut” (Wawancara tanggal 23 juni
2014).

Hosnawati
IImu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

ihan muatan tidak-melebihi' 50% atau~

Berdasarkan wawancara dengan jKepala Unit
Pelayanan Lalu- Lintas dan Angkuta['f Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provinsi Kallmantan Barat yaitu
"sebagai berikut : "

“Salah satu upaya untuk kualltas proses kami
mengawasi kinerja pengawai di bldang operasional yaitu
dengan menggunakan CCTV @i jembatan timbang,
sehingga pegawai di lapangan tidak melakukan
penwmpangpn,,p&hakanlt Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan juga memberi meja khusus untuk pengaduan
dari masyarakat tentang pelayanan kinerja Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan, sehingga keluhan
dari masyarakat tersebut dapat di tindak lanjuti”
(Wawancara tanggal 14 juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat
disimpulkan bahwa Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Wilayah | menggunakan CCTV di jembatan
timbang untuk mengawasi kinerja pegawainya, hal ini
dikarenakan agar pegawai di lapangan tidak melakukan
penyimpangan, pihak Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan juga memberi megja khusus untuk pengaduan
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dari masyarakat tentang pelayanan kinerja pegawainya,
sehingga keluhan dari masyarakat tersebut dapat di tindak
lanjuti.

Kemudian wawancara dengan Plt. Kas
Pengawasan yaitu sebagai berikut :

“Untuk kualitas proses dari kinerja pegawainya,
dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan
dapat dikatagorikan masih rendah. Hal ini dikarenakan
oleh beberapa kendala dengan terbatasnya jumlah
personil atau pegawai negeri sipil yang lulusan sarjana
hanya 4 orang, sementara minimal harus memiliki 6
orang. Selain itu khusus di lapangan Unit Pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan yaitu dengan memberi teguran
kepada petugas yang tidak menaati peraturan, tetapi jika

ada beberapa yang masih membengkang maka akan dr

berikan surat teguran untuk teguran pertama “bahwa
ketertiban dalam pelaksanaan tugas pmgaWasan harus di
jalankan sesuai  dengan atu kerja pegawai.
Selanjutnya memberi penyuluhah dan pembinaan kepada
pegawai di lapangan agartidak ada permainan-antara
petugas dengan pemilik kendaraan ‘angkutan barang”
(Wawancara tanggal 14 juni 2014y

Berdasarkan hasil wawancara dapat .diketahui
bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan ternyata
masih reﬂdah hal ini, dikarenakan terbatasnya jumlah
pegawar negeri sipil yang lulusan sarjana hanya 4 erang,
sementara minimal_harus memiliki 6 orang, untuk itulah
maka penambahan_personil atau petugas yang, |ultusam==
sarjana di UPLLA-1 sangat perlu, sehingga petugas-
petugas dapat diefektifkan. Selanjutnya khusus, untuki
d|Iapangan UPLLA memberi teguran kepada petugas‘
yang ti‘Uak menaati peraturan dengan diberikan teguran
pertamal  Selanjutnya untuk dilapangan d|ber|k
penyuluﬁan dan pembinaan kepada pegawa agar

Jak |
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UPLLA Wilayah | yang lebih diindikasikan pada
pendidikan dan keterampilan yang dimiliki UPLLA
Wilayah |. Dikatakan bahwa pendidikan dan keterampilan
menjadi faktor pendukung tapi juga faktor penghambat.
Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia
sehingga kinerja masih belum optimal .

Berdasarkan ~ wawancara dengan  Fahmi
Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang yang dapat
diuraikan sebagai berikut :

“Hambatan dalam melakukan pengawasan
sesuai prosedur yang di tetapkan oleh pihak Unit
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO Provins Kalimantan Barat dalam
melakukan pemuatan adalah 8 ton, jika
membawa/berrmatan sebanyak 10 ton s/d 11 ton maka
akan di benkan perlngatan (Wawancara tanggal 23 juni
2014). e

Berdasarkan “shasil wawancara diatas dapat
diketahui. bahwa dalam mMelakukan pengawasan sesuai
prosedur yang di tetapkan olehbtt]ak Unit Pelayanan Lalu
Lintas dan ‘Angkutan Wilayah 1"DISHUBKOMINFO
Provins Kalimantan Barat dalam me'l"akukan pemuatan
adalah 8 ton, jika membawa/bermuatan sebanyak 10 ton
s/d 11 t6n maka akan di berikan peringatan. Hal ini dapat
mengaklbatkan pengemudi kendaraan angkutamkbarang
akan=mengangkut melebihi kapasitas.

Dari hasl wawancara . dengan Suryanto
Pengemudl Kendaraan Angkutan Barang yaitu sebagal
berikut.:

: “Dalam mengoreksi penyimpangan yan)g tak
dikehendaki dari strandar dan perencahaan tefsebut,
maka dilakukan pembinaan serta “arahan kepada

o ainya, khususnya petugas dilapangan yang dalam

melaksanakan tugas pengawasan tidak mdksimal”

ada permeainan antara petugas dengan pemilik kend?[qan i .|| (Wawancara tanggal 23 juni 2014). \

angkutan Barang. ¢ B

Berdasarkan hasil
Penimbangan yaitu dapat diuaraikan sebagai berikut :

“ya kalau kita menghendaki penyimpangan.yang
ada ya itulahmelalui tindakan-tindakan. Kalau pejabat
kita yang melakukan penyimpangan itu maka kita tegur
sesuai dengan
disiplin pegawai, 'disiplin pegawai..itu ada beberapa
tahap, mungkin pendh._daan naik gaji berkala, penundaan
kenaikan pangkat ataUmenurunkan pangkatnya lagi, ‘itu
sudah fatal, tapi itulah kita_melalui proses dulu ya itu
dengan memberikan teguran pertan'lav-keg,ua dan ketiga,
itu untuk staf kita” (Wawancara tanggal 14 juni ZOf_)"

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa
kualitas proses dilakukann dengan tindakan-tindakan
dengan memberikan teguran sesuai dengan aturan yang
ada. Disiplin pegawai itu ada beberapa tahap, seperti
penundaan naik gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat
atau menurunkan pangkatnya lagi, ha ini dilakukan
melalui proses.

Berdasarkan observasi dengan hasil wawancara
beberapa informan di atas, dapat menggambarkan masih
terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja,
diantaranya masalah kualitas proses yang dimiliki
Hosnawati
llmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

aturan yang ada: Mungkin kita melalui=

i
wawancara dengan K B

I‘ L]
|f..

g " Berdasaken hasil wawancara digies dapat
disimpulkan, ternyata dalam mengoreksi penylmpangan
yang tak dikehendaki dari strandar dan perencanaan
tersebut, maka dilakukan pembinaan serta arahan kepada
pegawainya, khususnya petugas dilapangah yang dalam
melaksanakan tugas pengawasan belum méksi mal. Hal ini
dilakukan agar. petugas tersebut dapat menjalankan
tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

5.7 KESIMPULAN dan SARAN'

Berdasarkan uraian=dari hasil penelitian yang
telah_disampaikan™pada bab sebelumnya maka dapat
diambil beberapa kesimpulan dan saran bahwa
pelaksanaan pengawasan pegawai pada Unit Pelayanan
Lalu Lintas dan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO
Provins Kalimantan Barat belum berjalan maksimal,
karenaterdapat beberapa proses diantaranya :

a. Pada pembiayaan layanan di Unit Pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan Wilayah | belum efektif. Hal ini
dikarenakan ketersediaan dana dan fasilitas yang
dimiliki sangat minim atau kurang memadai,
sementara program-program kerja yang dibuat sangat
mempengaruhi dalam tugas pokok dan fungsinya,
maka apa-apa yang dilakukannya harus sesuai
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dengan fasilitas yang ada. Selain itu terdapat kasus
pungutan liar yang di lakukan oleh staf operasional
penimbangan.
Bagi instans terkait di Unit Pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO
Provinsi Kalimantan Barat pembiayaan layanan perlu
ditingkatkan dan diperhatikan lagi. Agar organisasi
dapat berjalan secara maksimal

b. Pada kualitas produk Unit Pelayanan Lalu Lintas dan
Angkutan Wilayah | masih belum optimal, hal ini
dikarenakan beberapa pegawai yang ada adalah
pegawai pindahan. Selanjutnya untuk pengawasan
kinerja pegawai di bidang operasional melakukan
absens untuk mengukur kinerja pegawainya. Hal
tersebut  bertujuan  untuk  mencegah
meminimalisir terjadinya kesalahan yangs dﬂ'akukan
oleh pegawai di bidang operasio th%cara langsung
di lapangan. Selain itu d|Iakuk.an penerapan program
kerja yang sudah dibuat. di*awal tahun yang dibagi
menjadi 4 (empat),,aprogram kerjatersebut yang
menjadi tolak ukTuF ‘dari kinerja UPLLA Wilayah .
Dalam pemQLnaan kepegawaran atau disiplin kerja
pegawai di#Tingkungan ‘Unit Pelayanan Lalu Lintas
dan Angkutan Wilayah | DISHUBKOMINFO
Provms Kalimantan Barat kualitas produk:, perlu
dlu-hgkatkan lagi, penempatan petugas sesuai dengan
hidang keahlianya, agar ketertiban  dalam

pelaksanaan .tugas pengawasan dapat di "jalankan—

ai dengan aturan kerja kepegawaian, , adanya

bahan pegawai yang lulusan sarjana (PNS), T

c. Dari kualitas proses di Unit Pelayanan Lalu iLint
dan Angkutan Wilayah | masih dianggap belum
optimal, hal tersebut dikarenakan bahwa maﬁ:h

d|p<§;lukan pemasangan CCTV di jembatan ti mﬁ'ang,.' l"
lapangan tidak melaku an L_*

it whardu

sehingga pegawai di
penyimpangan. Selanjutnya khusus di lapangan
Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan membef|
teguran‘kepada petugas yang tidak menaati peraturan.
Serta penyuluhan dan pembinaan kepada pegawai di
lapangan lB\gar tidak ada permainan antara petugas
dengan pemilik kendaraan angkutan barang. Hal ini

dilakukan agar pegawa *di— lapangan dalam-
mel aksanakan %tugas pengawasan sesual dengan
aturan kerja. %

Perlu peningkatan kerja para pegawai Unit Pelayanan
Lalu Lintas dafe. Angkutan Wilayah |
DISHUBKOMINFO  Provifisi= “Kalimantan Barat
khususnya  di lapangan/bidang  operasional
penimbangan dalam melaksanakan tugas
pengawasan, perlu  menindak tegas  bagi
pengemudi/pengusaha kendaraan angkutan barang
yang kelebihan muatan tanpa adanya tolerans,
sehingga organisasi dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
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